SUPATI KAR1IMUN

7ROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKST DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN

ANAK KOREAN KEKERASAN TAHUN 2019 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang :a. bahwa tingkat kekerasan terhadap Perempuan dan Anak masih

Mengingat

1

‘inggi. maka kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur
dan melayani kepentingan masyarakat, dalam hal ini terhadap
Perempuan dan Anak korban kekerasan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan Tahun 2019-2021:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir. Kabupaten Siak. Kabupaten Karimun, Kabupaten
Katuna. Kabupaten Kuanian Singing! dan Kota 3ataxn
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902),
irang teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
onaang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pcrubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten
Rnkar Hilir. Kahunaten Siak. Kabupaten Karimun. Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,
Umbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
wrhadac Wanita {Convention 0?2 the BHpvjiciv.gn of All Forms of
iNiscnminanon AgamstWomenj (Lemoaran i\egara Repuoiik
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12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadiian Anak
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1997 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO
Convention No. 105 Concerning the Abolition of Forced Labour
(Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa) (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3834;,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
3886);

Undang-Undatig Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan
Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action
for the Eliminiation ofthe Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO
Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan
Bentuk-bentuk Pekeijaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3941);

Pengesahan Convention No. 182 Concerning the Prohibition and
Immediate Action for the Eliminiation of the Worst Forms of Child
Labour (Konvensi ILO Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera
untuk Penghapusan Bentuk-bentuk PekASeijaan Terburuk untuk
Anak) (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor
30, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3941);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadiian Hak
Asasi Manusia Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000
Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 3941);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4419);

Undanp-Undanp Nomor 13 Tahun 2006 tentaner Perlindungan
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4720);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir aengan Unaang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan
Mekanisme Felayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban
Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4818);

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi
Nasional (RAN) Penghapusan Tracking Perempuan dan Anak;

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik sosial;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan
Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan Tindak
Pidana Perdagangan Orang;

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2015
tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten
Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karimun Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 (Lembaran
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25. Peraturan  Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat
Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 51);

26. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 53);

27. Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 39), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor
37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas
Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017
Nomor 54);

28. Peraturan Bupati Karimun Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kecamatan Tipe A dan
Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor

40);

29. Peraturan Bupati Karimun Nomor 51 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Tipe A
(Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
TAHUN 2019-2021.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan-
1. Bupati adalah Bupati Karimun
2. Daerah adalah Kabupaten Karimun
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
4

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
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11.
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14.

15.

Organisasi Perangkat Daerah adalah selaniunya disingkat OPD
adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD
Kabupaten, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten.

Rencana Aksi Daerah adalah program daerah yang dijadikan acuan
bersama pemerintah dan masyarakat untuk melindungi perempuan
dan anak dari segala tindak kekerasan.

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk
memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak melalui
pencegahan, penanganan/pelayanan dan pemberdayaan.

Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan
berbagai faktor/ yang menyebabkan teijadinya segala bentuk
kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Penanganan/pelayanan adalah tindakan yang dilakukan untuk
memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial,
pemulangan, reintegrasi sosial dan penegakan, dan bantuan hukum
bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat
berusaha dan bekeija secara mandiri setelah Mendapat layanan
kesehatan dan/atau sosial.

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau
mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual,
ekonomi, sosial, maupun psikis terhadap korban.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang
berakibat atau berpotensi mengakibatkan kesengsaraan atau
penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial,
maupun psikis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan
atau perampasan kemerdekaan, baik yang teijadi di depan umum
maupun kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat
atau berpotensi mengakibatkan penderitaan anak secara fisik,
psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan bentuk kekerasan
lainnya.

Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan
dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung
sebagai akibat dari kekerasan.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.



BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk mencegah teijadmya
kekerasan kepada perempuan dan anak serta melaksanakan
Rencana Aksi Daerah terhadap perempuan dan anak di Kabupaten
Karimun.

y Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3
Rencana Aksi Daerah disusun dengan tujuan untuk:

a. menjamin peningkatan, penguatan, pemajuan, penegakan,
pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak
untuk dapat terbebas dari segala bentuk kekerasan;

b. mewujudkan kegiatan baik yang bersifat pencegahan,
penanganan maupun pemberdayaan terhadap perempuan dan
anak dari kekerasan; dan

c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencegahan, penanganan,
dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
yang menjadi kewajiban instansi pemerintah/ nonpemerintah.

BAB Il
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 4

Peraturan Bupati ini merupakan Rencana Aksi Daerah sebagai
panduan bagi instansi pemerintah/non pemerintah dalam upava
pencegahan, penanganan dan pemberdayaan kekerasan terhadap
perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 5
Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
a. pemenuhan hak-hak perempuan dan anak;

b. fasilitasi  penyusunan  kebijakan tentang perlindungan
perempuan dan anak;

c. komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang pencegahan
kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan

d. penguatan kelembagaan dan jejaring Pusat Pelayanan Terpadu
Perlindungan Peremouan dan anak Korban Kekerasan.



Pasal 6

Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a meliputi kegiatan:

a. fasilitasi dan advokasi hak-hak sipil;

b. pembaruan (update) data korban kekerasan perempuan dan
anak: dan

c. pelatihan tentang perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 7

Penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
b meliputi kegiatany

a. penyusunan Standar Operasional Prosedur perlindungan
perempuan dan anak korban kekerasan;

b. penguatan kelembagaan dan jejaring dalam perlindungan
perempuan dan anak;

c. model pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
berbasis budaya; dan

d. pengembangan model sekolah ramah anak.

Pasal 8

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf c meliputi kegiatan:

a. pembuatan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi;

b. sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan mengenai
perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB IV
PROGRAM

Bagian Kesatu
Penanganan

Pasal 9

Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi
program.

a. rehabilitasi kesehatan terhadap perempuan dan anak;

b. rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial bagi
perempuan dan anak;

c. pengembangan norma dan penegakan hukum; dan

d. koordinasi dan kei*a sama.



Pasal 10

Rehabilitasi kesehatan terhadap perempuan dan anak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

a. pelatihan bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan
kesehatan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di
puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit

b. pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan
dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah

sakit;

c. peningkatan kapasitas petugas pengelola data kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan
terpadu, dan rymah sakit; dan

d. penyediaan format pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap
perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan
rumah sakit.

Pasal 11

Rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial bagi
perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf
b meliputi kegiatan:

a. penyusunan pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi
sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

b. pelaksanaan pelayanan terpadu penanganan perempuan dan
anak korban kekerasan;

C. peran serta masyarakat dalam layanan pemulihan dan reintegrasi
sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; dan

d. penyediaan format pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap
perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan
rumah sakit.

Pasal 12

Pengembangan norma dan penegakan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf ¢ meliputi kegiatan:

a. penyusunan pedoman sistem dan prosedur penanganan
perempuan dan anak korban kekerasan;

b. peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dalam
penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
dan

c. penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap
perempuan dan anak.

Pasal 13
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a. penyusunan prosedur dan mekanisme koordinasi pencegahan,
penanganan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban
kekerasan;

b. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama; dan

c. fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan secara jejaring.

Bagian Keaua
Pemberdayaan

Pasal 14
Pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan meliputi

program’ *

a. ketahanan keluarga melalui pemberdayaan perempuan dan anak;
dan

b. peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi.

Pasal 15

Ketahanan keluarga melalui pemberdayaan perempuan dan anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hurufa meliputi kegiatan:

a. pelatihan parenting education; dan

b. pelatihan pendidikan keterampilan bagi perempuan dan anak.

Pasal 16

Peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi kegiatan:

a. pelatihan manajemen ekonomi perempuan; dan

b. pemenuhan hak anak atas identitas.

Pasal 17

Penanaman nilai-nilai budaya kepada perempuan dan anak
meliputi kegiatan:

a. pemahaman nilai-nilai budaya Indonesia bagi perempuan dan
anak:; dan

b. pemahaman budaya lokal bagi perempuan dan anak.
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Pasal S
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pacia tanggal diundangkan.

Agar setiao orang mengetanuinva. memenniankan oengunaangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannva dalam Berita Daerah
Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Baiai Karimun
pada tanggal 21 Januari 2019

9VPAT! KARIMUN

\®

AUIWR KAFIQ

Diundangkan di Tanjung Baiai Karimun
oada tanggai 21 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN.
A
\ it
\J/
MUHD. FIRMANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 17



